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PRESZIDEM
REPUBLIK INDOMESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2001
TENTANG
KOMITE PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A

Menimbang: a bahwa kemiskinan addah mesdah yang besfa multidimens,
multissktor  dengan  beragam  karakterisiknya sesua kondis
oesfik wilayah dan sampa saat ini mash merupakan masaah
utama yang harus segera diagtas karena menyangkut harkat dan
martabat manusia dan bangsa;

b. bahwa dadam rangka upaya Penanggulangan kemiskinan perlu
disusun kebijakan dan langkahlangkah koordinas secara Terpadu
lintaspelaku  ddam  penyigpan perumusan  dan  penydenggaraan
kebijakan Penanggulangan Kemiskinan;

C. bahwa ddam rangka upaya Penanggulangan Kemiskinan secara
Terpadu, perlu perumusan kebijakan makro dan mikro sesua
dengan penydenggaraan  pemerintéhan  yang bak  dengan
mengikutsertakan forum lintagpeaku yaitu  sduruh komponen,
bak ingang pemerintah, organisss non pemerinteh (ORNOP),
ussha nesonal, organisas professona, dan segengp unsure
masyarkat;

d. bahwa ddam rangka upaya Penanggulangan Kemiskinan,
pendekatan yang perlu digunekan adadah  pemberdayaan
masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagao pdaku utama
Pembangunan;

e. bahwa paradigma baru ddam Penanggulangan Kemiskinan addah
berdasarkan  pringp-pringp adil dan meaa  patigpdif,
demokratis, mekanisme pasar, tertib hokum, dan sding percaya
yang menciptakan rasa aman;
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f. bahwa sehubungan dengan ha-ha tersebut diatas, dan ddam
rangka perumusan serta penyelenggaraan kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan, dipandang perlu untuk  membentuk
Komite Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat: 1. Pasd 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Dagrah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasiond (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 206);

4, Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungd, Kewenangan, Susunan Organisad, dan Tata Kerja
Menteri Koordinator;

MEMUTUSKAN:
M enetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BAB |
KEDUDUKAN
Pasal 1
1) Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan disdlenggarakan secara komprehensf dan
tepadu serta dikoordinaskan dadam sebuah forum koordinas yang ddam
keputusan Presiden ini disebut Komite Penanggulangan Kemiskinan.
2 Komite Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
Pasal 2
Komite Penanggulangan Kemiskinan merupakan forum lintaspelaku baik ditingkat Pusat
maupun di Tingkat daerah, yang berfungs sebaga wadah koordinas serta pengaman

kebijakan dan programprogran  Penanggulangan Kemiskinan yang  ditetapkan
pemerintah.
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Pasal 3

@ Komite Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Kesgahteraan Rakyat sebaga Ketua dibantu Menteri  Koordinator Bidang
Perekonomian sebagal Wakil Ketua, dan mengikutsertakan sebagai anggota:

Menteri Dalam Negeri;

Menteri Sosd;

Menteri Kesehatan;

Menteri Pendidikan Nasiond;

Menteri Pertanian;

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;

Menteri Negara Kooperas, dan Usaha Kecil dan Menengah;

Menteri  Negara Perencanaan  Pembangunan  Nasiond/Kepaa
Bappenas;

0. Kepala Badan Pusat Stetistik]

NG~ WNE

Sekretaris. Prof. Dr. Gunawan Soemodiningrat.

2 Sekretaris  Komite Penanggulangan  Kemiskinan didukung daf yang secara
fungsond terdiri atas berbagal unsure forum lintaspel aku.

BAB II
FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

Komite Penanggulangan Kemiskinan mdakukan langkahlangkah  konkrit  untuk
mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di sduruh wilayah negara Republik
Indonesia, melauii:

a pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusia yang berkaitan dengan
aspek pendidikan, kesehatan, dan perbaikan kebutuhan dasar tertentu lainnya;

b. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusa berkaitan dengan
perbakan asgppek  lingkungan, pemukiman, perumahan, dan prasarana
pendukungnya;

C. pemberdayaan dan pengembangan kemampuan manusa yang berkaitan dengan
aspek usaha, lapangan kerja, dan lain-lain yang dapat meningkatkan Pendapatan.

Pasal 5

Ddan meaksanakan langkahtlangkah sebagamana dimeksud ddam Pasd 4, Komite
Penanggulangan Kemiskinan menydenggarakan fungs:
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a perumusan kebijakan dan progran Penanggulangan Kemiskinan dan Panduan
Umum yang diperlukan bagi peaksanaannya di daerah;

b. pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di daerah dan kebijakan
lanjutan yang ditetgpkan daerah ddam rangka Penanggulangan Kemiskinan di
daerah masing-meang;

C. pembinaan bagi pel aksanaan Penanggulangan Kemiskinan di daerah;

d. pelgporan hasl pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  kepada
Presiden.

Pasal 6

Sasaran penydenggaraan Komite Penanggulangan Kemiskinan addah:

a Tewujudnya cara pandang dan persgps yang sama mengena  penduduk
miskin sebaga kelompok sasaran dan pelaku Penanggulangan Kemiskinan;

b. Terciptanya koordines yang kondusf diantara para pelaku Penanggulangan
Kemiskinan;

C. Tumbuhnya kepedulian pemerinteh Pusat, propind, kabupaten/kota dan
pemerintah desa ddam upaya Penanggulangan Kemiskinan;

d. Meningkatnya kemampuan Pemerintah Pusat, Proping, Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa ddam Penanggulangan Kemiskinan;

e. Meningkatnya partispas yang lebih luss bagi semua pihak terkait dadam

Penanggulangan Kemiskinan;

f. Tumbuhnya kegiatan yang mengarah pada perlindungan sosid bagi kelompok
miskin;

s} Terciptanya iklim yang kondusf bagi pemerintéhan yang bak ddam rangka
Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 7

Dadam pedaksanaan tugesnya, goabila dipandang perlu  Komite Penanggulangan
Kemiskinan dapat mengikutsertaken Menteri dan Kepaa Lembaga Pemerintah Non
Departemen (LPND) lain yang terkait.

BAB 11
MEKANISME

Pasal 8

1 Komite  mengkoordinaskan  perumusan  kebijakan di Tingkat  antar
depatemen/ingitus Pusat dan antar bidang-bidang aau jenis-jenis program
sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 4.

2. Kebijakan sebagaimana tersebut daam ayat (1) mdiputi aspek materi dan aspek
pendanaan.
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Penjabaran kebijakan dalam rangka perencanaan program serta penentuan aokas
anggaan vyang diperlukan, dilakukan oleh Menteri Negaa Perencaan
Pembangunan Nasiona/Kepaa BAPPENAS.

Perencanaan  kebijakan dan program untuk dirumuskan Komite, serta
pengenddian peaksanaannya oleh Pemerintah Dagrah, dilakukan odleh
Departemen Teknis.

Daam perumusan kebijakan dan program tersebut, Komite menggak serta
Gubernur/Bupdti/Wdikota dan organisss kemasyarakatan yang bergerak  di
bidang penanganan Kemiskinan.

Pelaksanaan kebijakan dan program dilakukan oleh dan menjadi tanggung jaweb
Gubernur/Bupati/Wdikota.

Pembiayaan disedigkan ddam Anggaran Pendgpatan dan Beanja Negara dan
disalurkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah.

Hubungan  Gubernur/Bupati/Wadikota dengan organisss  kemasyarekatan  di
dagrah  yang bersangkutan, diatur oleh  Gubernur/Bupati/Wdikota yang
bersangkutan berdasar pedoman yang ditetapkan Komite.

Pengendalian kebijakan dan program dilaksanakan oleh Komite.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Kesduruhan  program  dan  kebijaksanaan  Penanggulangan  Kemiskinan
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Sesua dengan kebijaksanaan, program dan kebutuhan, dana disdurkan ke daerah
Secara proporsiona untuk semua pelaksanaan kebijakan dan program.

Biaya adminisras bagi peaksanaan kegiatan Komite dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Biaya administras bagi peleksanaan kegiatan di daerah dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka:

1.

2.

Keputusan Presden Nomor 190 Tahun 1998 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Peningkatan Jaring Pengaman Sosd;

Instrukd Presden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan
Kemiskinan;
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3. Instruks Presden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerekan Terpadu Pengentasan
Kemiskinan;
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulal berlaku padatanggd ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padatangga 7 Desember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Sdinan sesua dengan adinya
SEKRETARISKABINET RI

Kepaa Biro Peraturan Perundang-undangan |1

Edy Sudibyo
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